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BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

a.

KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Ayat (1)
huruf d dan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah membahas dan menyetujui
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
pembentukan Daerah Tingkat Il di  Sulawesi Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
74, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Repulik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 4355);
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang
laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta
Kedudukan keuangan Gubemur  Sebagai  Wakil
Pemerintah  diWilayah provinsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan PengawasanPenyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administras! Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 565);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operaional (Berita negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

Keputusan Gubemur Provins! Sulawesi Selatan Nomor
1711 /VvI1l/  tahun 2021 tentang Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan
Bupati Sinjai tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 45);
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Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
93), sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah
Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Daerah Tahun 2018-
2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019
Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai
Nomor 129);

Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
161);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 162);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
DAN
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan . PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
laporan realisasi anggaran;

neraca;

laporan operasional;

laporan perubahan saldo anggaran lebih;

laporan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

catatan atas laporan keuangan.

@—+oo0 oW

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a
per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

Pendapatan Daerah Rp. 1.120.534.922.427,90

Belanja Daerah Rp. 1.197.745.398.807,42
Surplus/ (Defisit) Rp. (77.210.476.379,52)

Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Rp. 212.838.542.190,45

2. Pengeluaran 47.750.000.000,00
Surplus/(Defisit) Rp. 165.088.542.190,45

Pasal 3

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan:
1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan Rp. 1.111.039.011.814,00

2. Realisasi Rp. 1.120.534.922.427,90
3. Selisih Lebih/Kurang Rp. (9.495.910.613,90)
Selisih anggaran dengan realisasi belanja:

1. Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.306.691.444.923,45
2. Realisasi Rp. 1.197.745.398.807,42
3. Selisih Lebih/Kurang Rp. 108.946.046.116,03
Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit:

1. Defisit setelah perubahan Rp. (195.652.433.109,45)
2. Realisasi Rp. (77.210.476.379,52

3. Selisih Lebih/Kurang Rp. (118.441.956.729,93)
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d. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan:
1. Penerimaan pembiayaan

a) Anggaran setelah perubahan Rp. 243.402.433.109,45

b) Realisasi Rp. 212.838.542.190,45

c) Selisih lebih/kurang Rp. 30.563.890.919,00
2. Pengeluaran pembiayaan:

a) Anggaran setelah perubahan Rp. 47.750.000.000,00

b) Realisasi Rp. 47.750.000.000,00

c) Selisih lebih/kurang Rp. 0,00
3. Pembiayaan Netto:

a) Anggaran setelah perubahan Rp. 195.652.433.109,45

b) Realisasi Rp. 165.088.542.190,45

c) Selisih lebih/kurang Rp. 30.563.890.919,00

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufb per 31 Desember 2020
sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp. 2.241.279.363.799,45

b. Jumlah Kewajiban Rp. 153.355.898.446,61

c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.087.923.465.352,84
Pasal 5

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31
Desember 2020 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah Rp. 1.121.375.666.339,62
b. Beban Daerah Rp. 1.036.262.617.591,84
Surplus/(Defisit) dari operasi Rp. 75.713.217.357,33

c. Surplus/defisit dari non operasional
1. Surplus non operasional Rp. 1.200.867.812,55
2. Defisit non operasional Rp. 0,00
Surplus/(Defisit) Rp. 1.200.867.812,55

d. Surplus/defisit LO
1. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 86.313.916.560,33
2. Pos luar biasa Rp. (10.600.699.203,00)
Surplus/(Defisit) Rp. 75.713.217.357,33
Pasal6

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 hurufd per 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 142.838.542.190,45

b. Penggunaan SAL Penerimaan Pembiayaan Rp. 142.838.542.190,45
Tahun Beijalan

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 87.878.065.810,93
(Silpa/Sikpa)

d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. 0,00

Sebelumnya
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e. Lain-Lain Rp. 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 87.878.065.810,93

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk
tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1Januari 2020 Rp. 142.839.249.861,45

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 230.407.657.988,44

c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. (309.118.134.367,96)

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 23.750.000.000,00
/pendanaan

e. Arus kas dari aktivitas Transitoris/non Rp. (191.671,00)
anggaran

f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2020 Rp. 87.878.581.810,93

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal Rp. 1.989.672.020.618,00
b. Surplus/Defisit LO Rp. 75.713.217.357,33
c. Dampak Komulatif Perubahan Kebijakan Rp. (22.538.227.377,51)
/Kesalahan Mendasar
d. Ekuitas Akhir Rp. 2.087.923.465.352,84
Pasal 9

Catalan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf
g untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 memuat
informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan
keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalamPasal
1ltercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari:
a. Lampiran 1 Laporan Realisasi Anggaran
1. Lampiran 11 Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintah daerah dan organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;

2. Lampiran 1.2 Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintah daerah, organisasi:

3. Lampiran 1.3 Ringkasan Realisasi Anggaran Belanja Daerah
Menurut Urusan Pemerintah Daerabh,
Organisasi, Program Dan Kegiatan :

4. Lampiran 14 Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah

untuk keselarasan dan keterpaduan wurusan
pemerintah daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan negara,;

5. Lampiran 15 Daftar Piutang Daerah;
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6. Lampiran 16 Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

7. Lampiran 1.7 Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

8. Lampiran 1.8 Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran 1.9 Daftar Rekapitulasi realisasi penambahan dan
pengurangan aset tetap Daerah;

10. Lampiran 1.10 Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

11. Lampiran 1.11 Daftar Rekapitulasi konstruksi dalam
pekerjaan;

12. Lampiran 1.12 Daftar Rekapitulasi Aset lainnya;

13. Lampiran 1.13 Daftar dana cadangan Daerah;

14. Lampiran 1.14 Daftar kewajiban jangka pendek;

15. Lampiran 1.15 Daftar kewajiban jangka panjang;

16. Lampiran 1.16 Daftar kegiatan-kegiatan yang belum
diselesaikan sampai akhir tahun dan
dianggarkan kembali pada tahun anggaran
berikutnya;

17. Lampiran 1.17 Daftar Pinjaman Daerah;

18. Lampiran 1.18 Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik
Daerah dan Perusahaan Daerah;

b. Lampiran Il Neraca;
c. Lampiran 1l Laporan operasional;
d. Lampiran IV Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
e. Lampiran V Laporan Arus Kas;
f. Lampiran VI Laporan Realisasi Anggaran
g. Lampiran VII Laporan Perubahan Ekuitas; dan
h. Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan.
Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:

a. Laporan Kinerja; dan

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.

Pasal 12
Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
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Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2021

BUPATI SINJAI,

ttd

ANDI SETO GADHISTA ASAPA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 30 Juni 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,
ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2021 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.04.066.21

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Pangkat : Penata Tk.I/Ill.d



